
TENTANG

p&poMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANANDAN AKSESARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAB KABUPATENMERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

a. bahwa arsip adalah sumber infonnasi yang autentik, utuh
dan terpercaya, sehingga setiap perangkat daerah wajib
menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna
arsip.

b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan
kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan
terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau
pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Merangin untuk mencegah teIjadinya
penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

c. pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Merangintentang Pedoman Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
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2. Undang-Und. teJlg
Pcmbcnl\lka~ng Nornor 54 Tahun 1999 te~ebO,
Knbup len M Kabupatcn Sarolangun Kabupaten
Timur (Lernb uara Jrunbi dan Knbupa~en Tnnjung Jo.bU1l99g
N aran N . h 19ornor 182 T cgara Rcpublik Indonesia To. U1l .
N ' atnbahan 1 - ik I doneSl8ornor 3903) lA:rnbaran Negara Repubh n
Undang.Undan' Scbagaimana telah diubah dengn1l
Alas Und g Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Pembentu=g Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentaIlg
Kabupalen ~ Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Timur (Lemb uaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Nomor 81 Tat'an Negara Republik Indonesia Tahun 2000

,ambah Le .
Nomor 3669) , an mbaran Negara Republik Indonesia

3, Undang-Und ' .
dart Tr art~ Nomor 11 Tabun 2008 tentang Informasl
Indon ~sakSl Elektronik (Lembaran Negara Republik

esia Nom 5 ik
Indon ' or 8, Tambahan Lembaran Republ

eSla Nomor 4843)'
4. Undang-Und '

I r . ang Nornor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaann10rrnasl Publ'k .N 1 (Lernbaran Negara Republik Indonesla
Nomce 61, l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 86);

5. Undang-Und NPu . ang ornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
blik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nornor 112, l'ambahan Lembatan Negara Republik Indonesia
Nomor 5038)~

6, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Repub\ik Indonesia Nomor 6398);

8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Dalamperaturan iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaiunsur penyelengara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan WUtan

pemerintahan yangmenjadikewenangandaerah otonom,
3. Bupati adalah BupatiMerangin.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURANBUPATI TENTANGPEDOMANSISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DlNAMIS Dl LINGKUNGAN
PEMERlNTAH KABUPATENMERANGIN.

MEMUTUSKAN:

9. P raluran p . 28
Tahun 2012 t 111 nntah R publik lndone in Nornor 43
Tahun 2009 l ntang PInk naan Undnng.Undnng Nomorbl'k
I d nlQng K . Repu Inone ia T h r lpan (Lcmbnron Ncgaro
Negnra R PU~li~~n 2012 .NOlllo! 53, Tambahan LernlJMlll1

10. Peraturun M done 1'1Nornor 5286)'
nleri Dal . I h 2012lentnng Tuta K am Negcn Nomor 78 Tn un

NeDcri d ear lpun di LinDkungnn Kementerian OaJOJTl
o nn Pem . 0 l'k

Indonesia Tuh enntnh Daerah (Bcrita Negara Repub 1

11. Peraturan Me~~2?12 Nomor 1282);
tentang Pe be en Dalam Negeri Nomor 80 rahun 2015
Republik l~o~l~kan Produk Hukum Daerah (Serita Negara
telah d' b eSla Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimanalU ah d .
Nomo 12 engan Peraturan Menteri OaJam Negen
Dal~ Ne

0
~ahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri

Produk gen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Tah HUkum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

un 2018 Nomor 157)'
12, Peraturan K al I, •

N ep a ArS1P Nasional Republik Indonesiaomor 17 Tahu 2011 .Kl ' n tentang Pedoman Pembuatan Bistem
a~nf\kasiK""-anan d AI. '"

"UU1 an rur..sesArS\P Dinamis;
13. Peraturan Kepal Arai 'd'a ip Nasional Republik In onesia

Nom?r 7 !ahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Klasifikasl Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia'

" P . I, eraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016
Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten MeranginNomor5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupaten MeranginTahun 2021Nomor5);

16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata KerjaDinas Daerah.



4. Akses Qrsip adalah . hasil dart
kewenangan hUkurn ketersediaan arsip sebagal daaIl
sarana bantu dan otorisasi legal serta keber8
pemanfaatan arsi Untuk mempermudah penemuan dan

5 Arsl aip.
. Ip adalah rekam . .

bentuk dan . an keglatan atau peristiwa dalam berbag~
infofrmasi d media seSuai dengan perkembangan tekno10gl

an komunika . . .' olehLembaga Neg Sl yang dibuat dan dlteruna
ara, Pemerintah di..J:~l>nPerusahaan O. an Daerah, Lembaga Pen UU"U"

dart p' rgMlsasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan,
erseorangan dal .

bermasyarakat, be am pelaksanaan kehidupan
6. Arsip dinanu d rbangsa, dan bemegara.

dalam k . s a alah arsip yang digunakan secara langsung
eglatan penc' ta . . gka

waktu tertentu. rp arsrp dan disimpan selama Jan

7. Penggunaan arsi
penyediaan .SIp a~alah kegiatan pemanfaatan data
berhak. arslp bag!. kepentingan pengguna arsip yang

8. Klasiflkasi adalah .
d '. proses Identiftkasi kategori-kategori kegiatan

Klan ifi~iklP.dmamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
9. as aSl keam .

. [I . anan arslp adalah katagori kerahasiaan
In ormas; arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak
yan ditimbg ulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara,
masyarakat dan perorangan.

10. Klasiflkasi akses . dalah .arsip a katagori pembatasan akses
terha~ap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

11. ~engamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan
informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.

12. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
pemerintahan.

13. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang
apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan
siapapun.

14. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

15. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui
oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, Sumber Daya
Nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi
lembagaj organisasi akan menimbulkan, kerugian yang eeriU8
terhadap privasi, kompetitif, hilangnya kepercayaan, aerta
merusak kemitraan dan reputasi.

16. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan
arsip bagi kepentingan kegiatan pernanfaatan/penyediaan anip
bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.



(1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
diatur dengan ketentuan sebagai berikut
a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat

diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia
dan sangat rahasia;

Pasal6

(I) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.

(2) Asas gabungan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan
dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip
dinamis.

BABll
SISTEM KLASlFlKASI KEAMANAN DAN

AKSES ARSIP DINAMIS
Pasal5

Ruang lingkup sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis meliputi:
a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
b. pengaturan akses arsip.

Pasal4

Pasal3

~juan ~tetapkannya Peraturan Bupati untuk menyediakan
inform~sl arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi
kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi inforrnasi
yang dikecualikan.

Maksud diteta kanndal P ya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman
am rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari

penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal2

17. ProsedUr pen. cara ataU
aturan ket ~~ infonnasi publik adalah tata dan
otorisasi legetsediaanalinfonnasi uai ke\\-enangan hukUlJl

pemanfaat ...- :_t inublik18.lnfonnasi]'an' \QU uuOrmaSl pu ' bila
di' g dikecualikan aclalah informasi yang apa
pertunbangkan bah ' rsebutdapat. wa membuka informasi publik te

menunbulkan ' dalarn
Pasal 17 Dnd konsekuensi sebagaimana diann:
setelah di ~g-Dndang Keterbukaan lnformaSl Publik serta

.pertirnbangkan secara seksama bahwa denganmenutup inf . bihbe . Ortnasl dapat melindungi kepentingan yang le
sat' dan pada membukan a.

19.Pencipta arsi ' Y , '
otorisa' d p adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan

Sl alam melaksanakan fung . d tanggungjawab di bid SI, tugas, an
1 ang pengelolaan arsi din .p anus.



. . di aksud dalam Pasal 4(1) Pengaturan akses arsip sebagaunana u:n
buruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berh.~. .

. be hak gakses arsip terdiri dan:(2) Pengguna arsip yang r men .
gguna internal yang ada di instansi; dana.pen .

b gguna eksternal eli luar instansi .. pen

BAB III
PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal7

b. keempal tin&kat .
~. ~r~da dal~IfIka~i seba&aimanatersebut ~da ~~
tingkat klQsifikaai in teknlS pen~ya, semakin .t1n~
pengamanannya; fonnasinya Bemakin tinggi pula ti11g}<a

c. keempat Tingkat .

huru] a berbed klaSiftkasi sebagaimana terse but pada, a dalam . ggi
tingkat klasiflka .. pengaturan aksesnya, semakin nn
pengaturan Elk Sl Ulforrnasinya semakin ketat pula dalaJIl

d. publik d 8esnya; dan
apat mengak . . rikan

terbh\'- ses mformasi yang dikatego
\4l\Q sesuai den

(2) Sarana s·" g~ prosedur yang telah ditentukan. .
lSlem klaSifika' k arsipmenggunakan SI eamanan dan akses

(3) Perangkat keras;ana ~rangkat keras dan perangkat 1~ak. r ,

S sebagaunana tersebut pada ayat (1)meliputi .a. arana penyim. fillin
kab' panan arsip konvensional berupa g

met/ rak arsip Ulltuk menyimpan arsip biasa/ terbuka,
dan brangkas atau leman besi untuk arsip rahasia dan
sangat rahasia' ,

b. Saran~ penyimpanan arsip media baru berupa lernari arsip
sesuru dengan tingkat klasifikasi informasi dan prasarana
berupa ruang penyimpanan yang representative sesuai
dengan tingkat klasifikasi informasi.

(4) Perangkat lunak sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi:
a. Daftar arsip aktif, inaktif, teIjaga dan vital;
b. Aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

(5) Sistem klasiflkasi keamanan dan akses arsip dinamis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menggunakan angka.

(6) Sistem klasiflkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan klasiflkasi bidang tugas, sebagai berikut:
a.OOOUmum
b. 100 Pemerintahan
c. 200 Politik
d. 300 Keamanan dan Ketertiban
e. 400 Kesejahteraan
f. 500 Perekonomian
g. 600 Pekerjaan Umum danKetenagakerjaan
h.700 Pengawasan
i. 800 Kepegawaian
j. 900 Keuangan



Po 18
(\) P(.'ngguna internal b .

(2) tcrdiri dari: aga1mnnn dimaksud dalnrn Pasnl 1 oyst
9.. Pcnentu kCbi' kJa an yang kmengak 8 ~nl mempunyni kewenangan untu

'''' uruh . hkewenangannya den ar81p YW1g berada di haWS
1. pimpinan ti k gan kelentuan eebagar berikut:

ng at terti . gkatDaerah/lnstan . nKKl, yaitu Kepale Peron
mengak 1 mempunyai kewenangan untuk

ses seluruh ahkewenan arsip yang berada dibaw. gannya;
2. plmpinan tin k .

Kepala Sub g ;t ~nggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang:
kewen eglBn, Kepala Seksi yang mempunyaI
k angan untuk mengakses arsip di bawah
.e~enan~annya, namun tidak diberikan hak akses untuk
in ormaSl yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan
~~ahgsatu level dengan unit di luar unit keIjanya, kecuali
e mendapatkan izin: dan

3 imin' '
. ~u: : .tingkat menengah yaitu Kepala. Sub Bidang,

aglan yang mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip dibawah kewenangannya,
nsmun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang
terdapat pada pimpinan level tertinzzi pimpinan leveltin . 00".

&gi, dan yang satu level diluar unit kerjanya kecuali
telah mendapatkan izin.

b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan
pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan
tingkat klasifIkasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses
untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan
sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat
tertinggi, pimpinan leveltinggi, pimpinan levelmenengah dan
yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah
mendapatkan izin;dan

c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip pada penciptaarsip dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti
pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Merangin.

(2) Pengguna eksternal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7
ayat (2)huruf b terdiridari :
a. publik yang berhak, meropunyai hak untuk mengakses
seluruh arsip dengankategoribiasa terbuka;

b. pengawas eksternal roeropunyai hak untuk mengakses
seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka
melaksanakanfungsipengawasansesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,seperti pengawasan yang
dilakukan oleh Badan PermeriksaKeuangan, dan Badan
PengawasanKeuanganPembangunan;dan

c. aparat penegakhukum mempunyaihak untuk mengakses
arsip pada penciptaarsip yang terkaitdenganperkara atau



(1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan
informasi arsip.

(2) Pengamanan fisik dan informasi arsip dalam ayat (1) secara
keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti
pemasangan kamera pengawas lCCTV) , kunci pengamanan
ruangan dan media simpan arsip.

(3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat l2) diatur dengan ketentuan sebagai berilrut :
a. kategori arsip biasa/umum/terbuka di simpan pada rak.
b.besi;
c. kategori arsip terbatas disimpanPada filling kabinet; dan
d. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada

lemari besi.
(4) Pengamanan fisik dan informasiarsip sebagaimana dimaksud

pada ayat \1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan
daftar arsip rahasia.

(5) Pengamanan fisik dan informasiarsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan
daftar arsip rahasia.

(6) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh arsiparis dan/ atau petugas
kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggungjawab
mengeloladan mengamankanfisikserta informasiarsip.

Pasal 10

pengaturan akse .
(1) disusun da1~ ~SlP seba~aim.ana dimaksud dalam Pasal7 ~yat

altar arslp dinamia diuraikan dalarn larnplranyang merupakan ba . .
.' b . be . &lan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
UU, ee agru rikut :
a. Lampiran I kode gka .
b Lam . an 000 hldang tugas Umum;
. piran IIkode gk' "Lam . an a 100 bidang tugas Pemenntahan,

c. piran III kode angk 200 bi . .. a idang tugas Politik;
d. Larnp~an IVkode angka 300 bidang tugas Keamanan dan

Ketertiban~

e. Lamp~ V kode angka 400 hidang tugas Kesejahteraan;
f. Lamp~an VI kode angka 500 hidang tugas Perekonomian;
g. Lamprran VII kode angka 600 hidang tugas Pekerjaan Umum

dan ketenagakerjaan;

~.Lamp~an VIn kode angka700 bidang tugas Pengawasan;
~.Lamp~an IX kode angka 800 bidangtugas Kepegawaian;
J. Lampiran X kode angka 900bidang tugas Keuangan.

Pasal9

proses hukum y . a
me1aksanakan f ang. sedang ditanganinya dalarn rsJI!
pihak Ungsl penegakan hukum seperti ke

penegak huku 'El
m akan menyelesaikan suatu perkD! .



DAERAHKABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR IY

2024

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal ";;.8 Mt I 2024

1< BABIV
ETENtUAN PENUTUP

Pnenlll
peraturan Bupau ini l'mu al berl k

. a U pada tanggal diundangkatl.
Agar seuap orang me .ngetahUln
peraturan Bupati ini den an ya, memerintahkan pengundangan
l{abupaten Merangin. g penempatannya dalam Berita Daerah


